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a. bah*-a ur:tuk optimalisasi pen-veienggar,aaEl
pemerinta-han desa. pembanguna*. desa, perxbir:aax
kernasyarakatan desa dar: pemberdayaan mastrarakat
desa dipandang perlu adanya kerja sama desa;

h. bahwa untuk mencapai ketertiban dan
kelancaran dalarn pelaksanaan kerja sarna Desa
perlu adanya pedornan peiaksanaa.n ;

c. bahrna berdasarkan pertirnbangan setragairnana.
dimaksud dalam huruf a dan huruf hr, perlu
rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Kerja Sama Desa;

Undang-Undang l\iornor 5 Tahun'ZAO2 terrtang
Pernbentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Ka.bupaten Sukamara, Kabupaten
Larnandau, Kabupaten Gunung Mas, Ka.bupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupater Barito Timur di kovinsi Kalimar.tarl
Tengah {Lernbaran Negara Republik Indonesia.
Tahun 2AO2 Nornor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 41" 8O);

Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2AL4 tentang
Desa (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Talrun 2OL4 Nornor 7, Tarnbalean Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);

Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2414 tentang
Pemerintalan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.
Nornor 5587) sebagairnana telah diubah
beberapa, kali teraktrir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2AL5 tentang Peuhahan Kedua
Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 20L4
Tentang Perrrerinta}.an Daerah (Lernbaran Negara.

_1 .

2.

-.).



Republik Iadonesia Tatrun 2O1S Nomor Sg,
Tambaha* I"embaran Negara. Republik Indonesia
Nomor 5679|;

4" Peraturan Pern"erintah Nomor 43 Tahun 2AL4
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor
L23, Tarnbahan l-ernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir deigan peraturan
Pemerintah Nornor 11 Ta-Lun ZAL? tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan pernerintah
Nornor 43 Tahun 2At4 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 6 Tal-un
2014 Tentang Desa. (Lernbaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2o-19 Nomor 4L, Tamba}"an
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
632L);

5. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 111
Tal.un 2A14 tentang Pedornan Tetrmis Peraturan
Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ot4 Nornor 2A9Lj;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daera.L
Tertinggal dan Tramsrnigrasi Nomor 1 Taleun
20 15 tentang Pedoman Kewenangan
Berda"sarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik
IndonesiaTahun 2015 Nornor I-58);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangurr€uL Daerah
Tertinggal dan Transrnigra.si Nomor 2 Tahun
20 15 tentang Pedornan Tata. Tertib dan
Mekanisme Pengarnbilan Keputusan
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

8- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daera.h
Tertinggal dan Transrnigrasi Nornor 4 Tahun
20 15 tentang Pendirian, Penguru.san dan
Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usatra
MiUk Desa (Berita Negara Republik Indonesia.
Tahun 2015 Nornor 296);

9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 96 Tahun
2Ol7 tentang Tata Cara Kerjasarna Desa Di
Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tatrun ZOLT Nomor Laaa|;

I"O.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 20
Ta}.un 2ALB tentang Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O18
Nornor 611);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PTRATURAIT BUPATI PULANG PISAU TENTAIIG
PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DESA

BAB I
KETEI{TUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peratrrran Bupati ini yang dirnaksud dengan:
1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten

Pulang Pisau.
2. Pernerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah

Kabupaten Pulang Pisau.
3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
4. Kecamatan adalah rt.ilayah kerja Camat sebagai

Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
5. Carnat adalah Pirnpinan Perangkat Daerah yang

mernpunyai wilayah kerja di Tingkat Kecamatan dalam
Kahupaten Pulang Pisau yang bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
rnerniliki batas wilayah yang berwenang untuk
rnengatur dan [rengurus urusan pemerinta]ra.tr,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa rnasyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistern
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai
kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan
surnber daya alarn dengan st.snnan fungsi kawasa:r
sebagai tempat permukirnan perdesaan, pelayanan
jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonorni.

8. Pernerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusafl.
pernerintahan dan kepentingan masyarakat seternpat
dalarn sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Ind.onesia.

9. Pernerintah Desa adalah Kepala Desa atam yang
disebut dengan narna lain dibantu Perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Desa.

1O. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintal: Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewqiiban untuk
rnenyelenggarakan rtrrrrah tangga Desa"rrya" dan
rnelaksanakan tugas dari pernerintal. dan Pernerintah
Daerah.

1 1. Badan Perrnusyawaratarr Desa selanjutnya disingkat
BPD atau yang disebut dengan narna lain adalah
lernbaga yang rnelaksanakan fungsi pemerintatran yarrg
anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan
secara dernokr-atis.



12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga di
desa yang dibentuk oleh rnasyarakat dan Desa sebagai
upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam
rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintatran
Desa"

13. Kerjasarna Desa adalah kesepakatan bersama antar
desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara
tertulis untuk rnengerjakan bidang dan potensi f)esa
yang rrrenjadi kewenangan desa serta menirnbulkan
krak dan kewajiban.

14. Kedasalrra antar-Desa adatrah suatu rangketian
kegiatan yarrg terjadi karena ikatan formal antar-Desa
rlan atau Desa dengan pihak ketiga untuk bersama-
sarna" melakukan kegiatan usaha gurra rnencapai
tujuan tertentu.

15. Peraturan Bersama Kepala Desa adaiah peraturan
yang ditetapkan oieh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa
dan bersifat mengatur.

1 6. Keputusar: Kepala Desa adalah penetapan yang
bersifat konkr:et, individual, final dan mengikat.

17. Perjanjian BersalTra adalah kesepakatan antara Kepaia
Desa dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis
untuk mengerjakan bidang dan potensi Desa yang
rnenjadi kewenangan desa serta rnenirnbulkan hak dan
kewajiban.

18. Badan Kedasarna Antar-Desa selanjutnya disingkat
BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar
kesepakatan antan'*Desa untuk rnernbantu Kepala Desa
dalam melaksanakan Kerj'a Sarna Antar-Desa.

19 . Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi
kemasyarakatan dan lerntraga lainnya sesuai der:gan
ketentua"n Peraturan P erundang-undangan.

2O. Mttsyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah rnusyawarah antara Badan Perrnusyawaratan
Desa, Pernerintah Desa, dan unsur rnasyarakat 1ranrg
diselenggarakan oleh tsadan Permusyawaratan Desa
untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

21 . Rencalla Pernbangunan Jangka Menengah Desa,
selanjutnya disingkat RPJM Desa aclala}., Rencana
Kegiatan Pernbangurrarl Desa untuk jangka waktu 6
(enarn) tahun.

22- Rencalla Kerja Pernerintah Desa, selanjutnya disebut
RKPDesa, adala}. penjatraran dari RPJMDesa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya
disebut APBDesa, adalah rencatla keuangan tahunan
Pernerintahan Desa.

24. Fadan Usaha Milik Desa, yang selanjurtnya disebut
BUMDesa adalah baclan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dirniliki oleh Desa rr.eialui
penyertaan secara trangsung yang berasal dari
kekayaan Desa yang dipisahkan gurra mengelola aset,
jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-
besarnya kesej ahteraan rnasyarakat desa.



Pasai 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk
rnenyelaraskan ketentrran rnengenai kerja sarrr.a Desa
sesu ai d engan peraturan p erundang- unda-nElan.

Pasal 3

Tujuan penyuslrnan Peraturan Bupati ini:
a. rnernberikan pedoman dan/ atau acuarr t,agr

pernerintah Desa dalam mengurlts dan rnengatur
pelaksanaan kerj a sama se su ai kewen anganrlya;

b. menciptakan keserasian dan sinergitas aturarr
pelaksanaan kerja sarna Desa secara tertib dan teratur"

BAB II
I(ERJASAMA DESA

Pasai 4

Kerja sarna Desa terdiri atas:
a. Kerja sarna antar-Desa; der-n

b. Kerja sarna dengan Pihak Ketiga.

Pasal 5

{1) Kerja sarna antar-Desa sebagairnana dirnaksud dalane
Pasal 4 huruf a, dilakukan antara:
a. Desa dengan Desa lain dalarrr 1 (satu) Kecarnatan;

dan latau

t21

b. Desa dengau Desa. lain antar Kecamatan
(satu) daerah Kabupaten.

Apabila Desa mengadakan kerjasama dengan
di luar Kahupaten, maka harus mengikuti
Kerjasanna" Antar Daera.l.

t3) Pelaksanaan kerjasama antar Desa diatur d"engan
Peraturan Bersarna Kepala Desa rnelalui kesepakatan
Mu syawarah antar-Desa.

Pasal 6

Kerj asanna antar- D e sa yan g pelaksanaarrnya rn elib atkan
BUMDesa dan / atau kerja saffra atrtar-Desa yang
berada dalarn satu kawasan perdesaan dilakukan oleh
Pemerintah Desa.
Kerja sarna antar-Desa sebagaimana dirnaksud pada
ayat (1) disepakati melalui Musyawaratr Desa.

Pasal 7

i1) Kerja sarrla Desa dengan pihak ketiga sebagaimana
dirnaksud dalam Pasal 1 huruf b dilakukarr dengan
pihak s'wasta, organisasi kernasyarakatan, dan lernbaga
lainnya sesuai dengal ketentuan peraturan pemnCamg-
undangan.

dalarn 1

desa lain
ketentuan

{1i

{2i



t2) Kerja sarna dengan pihak ketiga sebagairnana dirnaksud
pada ayat (1) terdiri atas:
a. keda sarrra atas prakarsa Desa;dan
b. kerja sarrra atas prakarsa Pihak Ketiga-

(3) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga
diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan
Musyawarah Desa.

Pasal 8

Peraturan Bersama Kepala Desa dan Perjanjian Bersarna
sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7
ayat (3) paling sedikit mernuat:
a. ruang lingkup kerjasarna;
b. bidang kerjasarna;
c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
d. jangka waktu;
e. hak dan kewajiban;
f. pendanaan;
g. tata cara perubahan, perrundaan, dan pembatalan; dan
h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 9

Kerja sama a.ntar-Desa dan kerja sama dengan pihak ketiga
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7
dilakukan dengan mempertirnbangkan kebutulean Desa
dan kemarnplran APBDesa.

Pasal 1O

Camat atas narna bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja
sama antar-Desa ataupun kerja sama Desa dengan pihak
ketiga.

BAB III
BIDANG DAN POTENSI DESA

Pasal 1 1

Bidang dan/atam potensi Desa" yang rnenjadi kerja sarrra
Desa meliputi bidang:
a. Pemerintahan Desa;
b. Pernbangunan Desa;
c. Pembinaan kernasyarakatan Desa; dan
d. Pemberdayaan masyarakat Desa.

Bidang dan/atau potensi Desa sebagairnana
dirnaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan antar-
Desa, meliputi:
a" pengembangan usaha bersarna yang dirniHki oleh

Desa untuk rnencapai nilai ekonorni yang berdaya
saing;

b. kegiatan kernasyarakatan, pelayanan, pernbangunan
dan pernb erdayaarl rrrasyarakat antar -D esa; dan / atau

c. bidang keamanan dan ketertiban.

(U

(2t



t1i

{2)

(s)

t3) Bidang danfatau potensi Desa sebagairnana dirnaksud
pada ayat (1) yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga
dalam rangka untrrk mempercepat dan meningkatkan
perryelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
perrrbangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa
dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 12

Bidang danl atau potensi Desa yang akan
dikerjasamakan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal
11 tertuang dalam RPJM Desa dan RKPDesa.
Dalam hal bidang dan/atau potensi Desa yang akan
dikerjasamakan belurn tertuang dalam RPJM Desa dan
RKP Desa, dilakukan perubahan terhadap RPJM Desa
dan RKPDesa.
Perubahan terhadap RPJM Desa dan RKPDesa
sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) dilakukan melalui
rnusyawarah perencarraan pernbangunan Desa yang
diadakan secara khusus dengan mekanisrne perubahan.

BAB IV
BADAN KER.IA SAMA ANTAR DESA

Pasal 13

Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar-Desa
dapat dibentuk BKAD sesuai dengan kebutuhan Desa
melalui mekanisme Musyawarah antar-Desa.
BKAD terdiri atas:
a. Pernerintah Desa;
b. anggota badan permusyawaratan Desa;
c. lernbaga kemasyarakatan Desa;
d.lembaga Desa lainnya; dan
e. tokoh rna"syarakat dengan mempertimbangkan

keadilan gender.
Susunan orgarrisasi, tata kerja dan pembentukan BKAD
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai pelaksanaan
kerj a sarrra, antar-Desa.
BKAD sebagairnana dirnaksud pa.da ayat t2)
bertanggungiawab kepada Kepala Desa sebagai pejabat
Pemerintah Desa.

(1)

(2)

{3}

(4)

Pa.sal 14

BKAD sebagaimana dirnaksud dalam Pasal
rnempunyai tugas dan wewenarrg:
a. Membahas bidang dan potensi Desa

13 ayat {1)

yang akan
dikerjasarnakarr;

b. Mernbantu Kepala Desa dalarn perrJrusurran Rancalgan
Peraturan Bersama KePala Desa;

c. Menghadiri/ menyelenggarakan Musyawarah antar-
Desa;

d,. Mengkoordinasikan kegiatan kerjasalna antar-Desa;



e. Melaksanakan Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
f. Mernbuat laporan pelaksanaan kerja sarna antar-Desa.

Pasal 15

BKAD yang berasal dari unsur arrggota baclan
permusyawaratan Desa sebagairnana dirnaksud dalarn
Pasal 13 ayat (2) huruf b, berperarr untuk:
a. Menghadiri/ menyelenggarakan Musyawarah antar-

Desa;
b. Mernastikan proses pengarnbilan keputusan

rnusyawarah dilaksanakan secara demolcatis;
c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap

pelaksanaan kerj asafira antar-Desa; dan
d. Menjalankan tugas dan wewenang lainnya sesuai

dengan ketentu an p erundan g*un darrgan.

Pasal 16

(1) Susunan organisasi BKAD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (3), terdiri atas:
a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Anggota.

{2) Ketua dan sekretaris sebagairnana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dan b, dalarn kedudukannya merangkap
anggota dan dipilih dalarn rnusyawarah antar-Desa.

(3) Anggota BKAD sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)
huruf c, rnengikuti ketentuan yang diatur dalarn Pasal
t4.

{4) Anggota BKAD sebagairnana dirnaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 17

(1) Untuk ketertiban dalarn pelaksanaan tugas dan
wewenang sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 14,
BKAD men3ruslrn Peraturan tata tertib, paling sedikit
rnermrat:
a. waktu musyawarah antar Desa;
b. pengaturarr rnengenai pirnpinan musyawarah antar

Desa;
c. tata cara rnusyawarah antar Desa;
d.tata laksana dan hak menyatakan pendapat anggota

Badan Kerjasarna antar Desa; dan
e. pernbuatan berita acara rrlusyawarah antar Desa.

(21 Peraturan tata tertib BKAD sebagairnana dirnaksud
pada ayat {1) disepakati dalam mLlsyawarah antar Desa.



BAB V
TATA CARA I(ER*'A SAMA DESA

Bagian Kesa.tu
Kerja Sarna Antar Desa

Pasal 18

(1) Kerja sarrra antar-Desa dilakukan melalui tatrapan
sebagai berikut:
a. persiapan;
b. perrawaran;
c. pen)rusurran rancangan Peratrrran Bersama Kepa1a

Desa;
d.. penandatanganan;
e. pelaksanaan; dan
f. pelaporan.

(2) Persiapan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a
dilaksanakarr dengan tata cara:
a-. Kepala Desa rnelakukan inventarisasi atas bidang

dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan

dikerjasarnakan disusun dalarn skala prioritas dan
dibahas dalam Musyawarah Desa;

c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelafr
Kepala Desa menJrusun skala prioritas kerja sarna
Desa;

d. hasil Musyawaratr Desa dapat menyepakati atau
tidak menyepakati untuk melakukan kerjasama;

e. bidang dan/atau potensi Desa yang telatr disepakati
untuk dikerjasamakan sesuai dengan hasil
Musyawarah Desa, dicanturnkan dalam RPJM Desa
dan RKP Desa; dan

f. menyiapkan informasi dan data yang lengkap
mengenai bidang dan/atau potensi Desa yarag akan
dikerjasarnakan.

(3) Penawaran sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf
b dilaksanakan dengan tata cara:
a,. Kepala Desa rnenawarkan rencana kerja sarna

kepada Kepala Desa lain dengan surat penawaran
kerjasarna;

b- surat penawaran kerja sarna memuat paling sedikit:
1. bidang danlatau potensi Desa.;
2. rwxtg lingkup kerjasarna;
3. tata cara" dan ketentuarr pelaksanaan kerjasarrra;
4. jangka waktu;
5. hak dan kewajiban;
6. pendarraan;
7. tata cara perubahan, penundaan, dan

pernbatalan; dan
8. penyelesaian perselisihan.

c. BPD rnenyelenggarakan Musyanvaratr Desa setelah
Kepala Desa menerirna pena"waran kerjasarna;

d. Hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau
tidak menyepakati untuk rnelakukare kerja sarn"a;
dan



(4)

e. Kepala Desa rnernberikan jawaban secara tertulis
kepada- Kepala Desa yang rnenawarkan rencana kerja
sarna sesuai hasil Musyawarah Desa.

Pen5rusunan peraturan bersarna kepala desa
sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf c
dilaksanakan dengan tata cara:
a. Kepala Desa men5ruslln rancangan peraturan

Bersama setelah ada kesepakatan terhadap
penawaran.

b. ranca.ngala Peraturan Bersama Kepala Desa yang
telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada
rnasyarakat Desa rnasing-masing pada saat
Musyawarah Desa dan dikonsultasikan kepada
carnat untuk rnend"apatkan rnasukan paling lambat
2O (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterirnanya
rancangan dimaksud oleh camat;

c. rancangan Peraturan Bersarna Kepala Desa yang
dikonsultasikar:. camat sebagairnana dirnaksud pada
ayat (4) huruf b, meliputi kerja sarna terkait tata
ruang, pungutan, organisasi, serta berkaitan dengan
pembebanan di dalarn APBDesa;

d. apa,bila. dalarn batas walctu dirnaksud dalarn huruf b,
tidak ada rnasukarr dari camat maka Kepala Desa
menetapkan rancangan menjadi Peraturan Bersarna
Kepala Desa; dan

e. rnasukan dari masyarakat dan carnat sebagairnana
dirnaksud pada ayat (4) huruf a, digunakan Kepala
Desa untuk tindak lanjut proses penJrustlrran
rancan gan peraturan bersama urrtuk disep akati "

Penandatanganan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)
huruf d dilaksanakan dengan tata cara:
a. Kepala Desa yang rnelakukan kerja sarna antar Desa

menetapkan rancangan Peraturan Bersarna Kepala
Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling
lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal
disepakati; dan

b. Penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa,
disaksikan. oleh Camat.

Pelaksanaan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)
huruf e, dilaksanakan dengan:
a. rnelaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang

dalarn Peraturan Bersama Kepala Desa oleh BKAD;
dan

b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oletr
BKAD rnelalui Pelaksana Kegiatan/kelornpok/unit
kerj a / Lemb aga pengelola.

Pelaporan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) pada
huruf f dilaksanakan dengan tata cara:
a. BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan

Peraturan Bersama Kepala Desa kepada Kepala Desa
dengan ternbusan BPD dan Bupati rnelalui Catnat;
dan

b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dilengkapi d"okumen terkait kerja sarna antar-Desa.

(s)

{6)

{7)



(2)

Pasal 19

(1) Kerja sarna dengan pihak Ketiga atas prakarsa Desa
dilakukan rnelalui tahapan sebagai berikut:
a.. Persiapan;
b. Penawaran;
c. Pen5rusunan Rancanga_n perjanjian Bersama;
d. Penandatanganan
e. Pelaksanaan; dan
f. Pelaporan.
Persiapan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilaksanakan dengan tata cara:
a. pemerintah Desa melakukan inventarisasi atas

bidang dan/atau potensi Desa yang akan
dikedasarnakan;

b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan
dikerjasarnakan disusun dalam skala prioritas dan
dibahas dalarn Musyawarah" Desa;

c. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati
untuk dikerjasamakan, tertrrang dalam RPJM Desa
dan RKPDesa;

d. menyiapkan informasi dan data yang trengkap
mengenai bidang dan/atau potensi Desa. yang akan
dikerjasarnakan;

e. rrenganalisis rnanfaat dan biaya kerja sarrra yang
terencana dan terukur;

f. rnembuat Kerangka Acuan Kerja berdasarkan
inforrnasi, data, analisis manfaat dan analisis biaya
kerja sama; dan

g. mempedornani peraturan yang mengatur lingkungan
hidup dan tata rua.ng Pemerintah Daerah Kabupaten
terkait bidang dan/atau potensi Desa yang akan
dikerjasarnakan.

Penawaran sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf
b dilaksanakan dengan tata cara:
a. pernerintah Desa mengurnumkan penawaran kerja

sarna kepada pihak ketiga dengan rnelarnpirkan
kerangka acuan kerja;

b. pihak ketiga rnenyarnpaikan perrawaran kepada
pemerintah Desa yang merrgacu pada kerangfua
acuan kerja;

c. BPD rnenyelenggarakan Musyawarah Desa setelah
pemerintah Desa menerirna penawaran kerja sarna
d,ari pihak ketiga;

d. Hasil Musyawara}. Desa rnenetapkan pihak ketiga
yang akan rnelakukan kerjasarna.

(4) Pen5rusunan rarrcangarl Perjanjian Bersarna
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dilaksanakan dengan tata cara:
a. pemerintatr Desa menyiapkan rarrcangan Perjanjian

Bersama dengan pihak ketiga;
b. rancangan Peq'anjian Bersama Pernerintah Desa

dengan pihak ketiga yang telah disusun, wajib
dikonsultasikan kepada- masyaraka.t Desa r:nasing-
rnasing d;ue dikonsultasikan kepada camat untuk
rrrendap atkan rna sukan ;

(3)



c- ranc€rngan Perjanjian Bersama pemerintah Desa
dengan pihak ketiga yang dikonsultasikan kepada
camat sebagaimana dirnaksud dalam huruf b
meliputi kerja sarna terkait tata rua,g, pungutan,
organisasi, dan yang rnenyangkut pembebanan di
dalam APBDesa.

d. Masukan rancangan perjanjian Bersama pemerintah
Desa dengan Pihak Ketiga dari bupati rnelalui camat
sebagaimana dirnaksud dalam huruf b diterirna oleh
pernerintah Desa paling lambat 2O (dua puluh) hari
kerja terhitung sejak diterirnanya rancangan
dirnaksud oleh camat;

e. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d
tidak ada masukan dari camat maka pemerintah
Desa melanjutkan proses pen1rusunan rancangarr
menjadi Perjanjian Bersama pemerintah Desa
dengan Pihak Ketiga; dan

f. rnasukan dari rnasyarakat dan carnat sebagairnana
dirnaksud dalam huruf b digunakan pernerintah
Desa untuk tindak lanjut proses penJrusunatl
rancangan Perjanjian Bersama pemerintatr Desa
dengan Pihak Ketiga untuk disepakati bersarna.

Penandatanganan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)
huruf d dilaksanakan dengan tata cara:
a. Kepala Desa rnenandatangani rancangan perjanjian

Bersarna Pernerintah Desa dengan pihak ketiga
paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
tanggal disepakati; dan

b. Penandatanganan Perjanjian Bersarna pemerintah
Desa dengan pihak ketiga, disaksikan oleh camat.

Pelaksanaan sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
huruf e dilaksanakan dengan tata cara:
a. melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam

Perjanjian Bersama oleh pemerintah Desa serta
pihak ketiga; dan

b. menatausatrakan pelaksanaan kerja sarna oleh
pemerintal. Desa dan pihak ketiga.

Pelaporan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf f
dilaksanakan dengan tatacara:
a. Kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan

Perjanjian Bersama pernerintah Desa dengan pihak
ketiga kepada BPD dengan tembusan bupati rnelalui
carnat; dan

b. laporan sebagairnana dimaksud dalarn huruf a-,
dilengkapi dokurnen terkait kerja sama dengan pihak
ketiga.

Bagian Kedua
Kerja Sarna Atas Prakarsa Pihak Ketiga

Pasal 2O

(1) Pihak ketiga dapat rnernprakarsai rencalla kerja, sarna
d"engan Desa sesuai dengan bidang dan/atau potensi
Desa sebegairnana dirnaksud dalarn Pasal 7 ayat (2)
huruf b.

(s)

(6)

(7|



t2) Pihak ketiga men"yampaikan penawaran rencarea keda
sam"a kepada pernerintah Desa.

{3} Pemerintah Desa ffrerryarnpaikan perrawararr rerr.cana
kerja sarn.a sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) kepada
BPI} urrtuk dibal:as dalam Musyawarah Desa.

(4) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah
pernerintah Desa menyatrrpaikan penawararr rerrcana
keq'a dari Pihak Ketiga.; dan

t5) Hasil Musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang
akan rnelakukan kerjasarna.

BAB VI
PERUBAHAIII DAN BTRAKIIIRilYA I{ER-IA SAMA DTSA

Pasal 2 1

(1) Perubahan atau berakhirnya kerja sarra Desa diatur
sesuai dengan kesepakatan para pihak.

{2} Perubahan atau berakhirnya ker-ja sama Desa
sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) berpedornan pada
keterrtuan peratr-rran
perundang-undangan.

Pasal 22

Kerja saffra Desa berakhir apabila:
a. terdapat kesepakatan para pihak rnelalui prosedur yang

ditetapkan dalarn kesepakatan atau perjanjian ;

b. tujuan kesepakatan atau perjanjian telah tercapai;
c. ter-dapat keadaan luar biasa yang rnengakitratkan

kesepakatan atau perjanjian kerja sama tidak dapat
dilaksanakan;

d. salah satu pihak tidak melaksana.kan atau melanggar
ketentuan kesepakatan atau perjanjian;

e. dibuat kesepakatan atau perjanjian baru yang
rnenggantikan kesepakatan atau perjanjian lama;

f. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

g. objek kesepakatan atau. perjanjian hilang;
h. terdapat hal yang rnerugikan kepentingan rnasyarakat

Desa, daerah, atau nasional; danlatau
i" berakhirrrya rriasa kesepakatan atau perjanjian.

BAB VII
PENYELESAIAI{ PERSELISIHAN

Pasal 23

(1) Setiap perselisihan yang tirnbul dalarn kerja sama Desa.
diselesaikan secarii rnlr syewarah serta dilalrrlasi
sem arlgat kekeluargaall.



(2)

(si

Apabila tedadi perselisihan kerja sarna Desa dalarn satu
wi1a3.65 kecarnatan, penyelesaiannya difasilitasi dan
diselesaikan oleh carnat atau sebutan lain.
Apahila terjadi perselisihan kerja s€una Desa dengan
Deea, lain pada wilayah kecamatan yang berbeda
difasilitasi dan disetresaikan oleh bupati.
Penyelesaian perselisitran sebagairnana dirnaksud pada"
ayat {21 dan ayat (3) untuk keda sarna antar Desa
bersifat firral dan ditetapkan dalarn berita acara yang
ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang
rnemfasilitasi penyelesaian perselisihan.
Penyelesaian perselisihan sebagairnana dirnaksud pada
ayat (2| untuk kerja sarna Desa dengan pihak ketiga
yang tidak dapat terselesaikan, dilakukan melalui
proses arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VIII
HASIL KERJA SAMA DESA

(4i

(s)

(1i

(2|

Pasal 24

Hasil pelaksanaan kerja
rnerupakan pendapatan
rekening kas Desa.
Hasil pelaksanaan kerja
rnenjadi aset Desa.

sarna Desa berupa uang
Desa dan wajib masuk ke

sarna Desa. berupa barang

Pasal 25

Hasil pelaksanaan kerja sarrra Desa sebagairnana dirnaksud
dalam Pasal 26, digunakan untuk meningkatkan
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB I)(
PELAPORAIII DAN EVALUASI HASIL I{ERJA SAMA DESA

Pasal 26

BKAD melaporkan hasil pelaksana.an kerja sarna antar-
Desa kepada Kepala Desa dengan ternbusan kepada
BPD.
Pernerintah Desa rnelaporkan krasil pelaksanaan kerja
sarna Desa dengan pihak ketiga dalarn Musyanvarah
Desa.

Pasal27

Kepala Desa, rnelaporkan pelaksanaan kerja sarrra Desa
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 28 kepada bupati
rnelalui carnat.
Lalroranr setragairnana dirnaksud pada ayat (1) d"irnuat
dalarrr Laporan Penyelenggaraan Pernerintahan De sa.

(1)

(2t

(1)

(2)



Pasal 28

(1) Berdasarkan laporan dari BKAD dan krasil Musyawarah
Desa sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 28, Kepala
Desa bersama BPD melakukan evaluasi.

(2| Hasil evaluasi sebagairnana dirnaksud pada ayat (1),
diumumkan kepada rnasyarakat.

BAB X
PEMBINAAN DAN PEI{GAIIIASAN

Pasal 29

(1) Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan
Pernberdayaan Masyarakat dan Desa rnelakukan
pernbinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
kerjasama Desa;

{2) Carnat melakukan pernbinaan dan perrgawasan
terhadap p elaksanaan keq' asarrra D esa diwilayahnya.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 3O

tl) Biaya kerja sarrra antar-Desa sebagairnana dirnaksud
dalam Pasal 4 huruf a dibebankan pada APBDesa.

(21 Biaya kerja sarna dengan pihak ketiga sehagairnana
dirnaksud dalarn Pasal 4 huruf b sesuai dengan
kesepakatan para pihak yang dirnuat dalam perjanjian
kerjasama.

BAB XII
KETENTUAN PERATIHAN

Pasal 3L

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaktr, kerja sarna
Desa. dan lernbaga kerja sarna Desa yang saat ini masitr
berjalan tetap dapat dilaksanakan sarnpai berakhirnya
masa" kerja sama dan kepengurusanrrya.



I

BA3 :(IIT
KETESTUAI{ PE!{UTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap
Pengundangan
penempatarrnya
Pulang Pisau.

PISAU,

.?#ffi{}

orang mengetahuinya., memerintahkare
Peraturan Bupati ini dengan
dalam Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di : Pulang Pisau
pada tanggal I bg Ak1.rlber 2O19

Diunda:rgkan di
pada tanggal

: Pularrg Pisau
: 7o oktober 2419
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